BAB III
GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. SEJARAH PENDIRIAN PARTAI PKB

Pkb.id Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soecharto lengser
keprabon akibat desakan arus reformasi yang kuat, mulai yang mengalir dari
diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai istighosah, dan lain
sebagainya.

Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang
kemudian disebut Era Reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu,
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari
warga NU di seluruh pelosok Tanah Air.

Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya
mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, ada yang mengusulkan nama
parpol. Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan. Nama terbanyak yang
diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat, dan Kebangkitan
Bangsa.

Ada juga yang mengusulkan lambang parpol. Unsur-unsur yang
terbanyak diusulkan untuk lambang parpol adalah gambar bumi, bintang
sembilan, dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan
NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol, nama-
nama untuk menjadi pengurus parpol, ada juga yang mengusulkan semuanya.

Di antara usulan yang paling lengkap berasal dari Lajnah Sebelas
Rembang yang diketuai KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat. Dalam
menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU
menanggapinya secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan

bahwa hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa
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secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak
melakukan kegiatan politik praktis.

Namun demikian, sikap yang ditunjukkan PBNU belum memuaskan
keinginan warga NU. Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar
bahkan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi
politik warga NU setempat. Di antara yang sudah mendeklarasikan sebuah
parpol adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan
Umat (Perkanu) di Cirebon. Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian
Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998. Forum ini
menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas
untuk memenuhi aspirasi warga NU.

Tim Lima diketuai oleh KH Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Kordinator
Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU),
Dr KH Said Aqil Siroj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy
Munir,S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal
PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali
Surat Keputusan PBNU.

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim
Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU yang menginginkan adanya
partai politik, maka Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU pada
tanggal 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima.

Selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin
Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman,
H.M. Fachri Thaha Ma'ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi
Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said
Husni, dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima

dalam mengiventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk
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parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang
dapat mewadabhi aspirasi poitik warga NU.

Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi
mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-
tugasnya. Tanggal 26 - 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi
mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun
rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini menghasilkan lima
rancangan, yaitu: Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik,
Mabda" Siyasi, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah
Deklarasi. Sang inisiator pembentukan parpol bagi warga NU, KH
Abdurrahman Wahid atau Gus Dur prihatin bahwa kelompok-kelompok NU
ingin mendirikan partai politik NU. Lantaran ini terkesan mengaitkan agama
dan politik partai. Medio akhir Juni 1998, sikapnya mengendur dan bersedia
menginisiasi kelahiran parpol berbasis ahlussunah wal jamaah.

Keinginan Gus Dur diperkuat dukungan deklarator lainnya, yaitu
KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri serta KH A.
Muchith Muzadi. Proses selanjutnya, penentuan nama partai disahkan
melalui hasil musyawarah Tim Asistensi Lajnah, Tim Lajnah, Tim NU, Tim
Asistensi NU, Perwakilan Wilayah, para tokoh pesantren, dan tokoh
masyarakat. Usai pembentukan partai, deklarasi pun dilaksanakan di Jakarta
pada 29 Rabiul Awal 1419 H atau 23 Juli 1998. Bunyi dalam isi deklarasi
tersebut adalah: Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia
adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur,
serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi, dan keadilan sosial.
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Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat
beradab dan sejahtera yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran,
kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani,
bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial
yang bertumpu pada kekuatan sendiri, bersikap dan bertindak adil dalam
segala situasi, tolong menolong dalam kebajikan, serta konsisten
menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama.

Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah
SWT serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi,
kami warga Jam“iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya
partai politik yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis
yang diberi nama Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB).
B. VISI DAN MISI PARTAI PKB
1) Visi
a. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia
sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945;

b. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan

batin, material dan spiritual,

¢. Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka,

bersih dan berakhlakul karimah.
2) Misi

a. Bidang Ekonomi: menegakkan dan mengembangkan kehidupan

ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis;

b. Bidang Hukum: berusaha menegakkan dan mengembangkan

negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat,

menjunjung tinggi hakhak asasi manusia, dan berkeadilan sosial;
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c. Bidang Sosial Budaya: berusaha membangun budaya yang maju

dan modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik

demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa;

. Bidang Pendidikan: berusaha meningkatkan kualitas sumber

daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil,
profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya,
mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang
berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan;

Bidang Pertahanan: membangun kesadaran setiap warga negara
terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan
negara; mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap
perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik
yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam

masyarakat.

C. STRUKTUR ORGANISASI

1. Struktur Organisasi Partai terdiri dari:

a)

b)

c)

d)

Organisasi Tingkat Pusat, dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat,
disingkat DPP;

Organisasi Daerah Provinsi, dipimpin oleh Dewan Pengurus
Wilayah, disingkat DPW;

Organisasi Daerah Kabupaten/Kota, dipimpin oleh Dewan
Pengurus Cabang, disingkat DPC;

Organisasi Tingkat Kecamatan, dipimpin oleh Dewan Pengurus
Anak Cabang, disingkat DPAC;

Organisasi Tingkat Desa/Kelurahan atau yang setingkat,
dipimpin oleh Dewan Pengurus Ranting, disingkat DPRt;
Organisasi Tingkat Dusun/Lingkungan/Kawasan Pemukiman,

dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Ranting, disingkat DPARt;
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Untuk Perwakilan Partai di luar negeri, dapat dibentuk struktur organisasi
Partai setingkat Dewan Pengurus Cabang, yaitu Dewan Pengurus Cabang
Perwakilan, disingkat DPCP.

D. MABDA’ SIYASI

1. Cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah
terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur
sejahtera lahir dan batin, bermartabat dan sederajat dengan bangsa-
bangsa lain didunia, serta mampu mewujudkan suatu pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia menuju tercapainya kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial dan menjamin
terpenuhinya hak asasi manusia serta ikut melaksanakan ketertiban
dunia.

2. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, wujud dari bangsa yang dicita-
citakan itu adalah masyarakat yang terjamin hak asasi
kemanusiaannya yang mengejawantahkan nilainilai kejujuran,
kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati
nurani (as-shidqu), dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta
mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi (al-
amanah wa al-wafa-u bi al-ahdli), bersikap dan bertindak adil dalam
segala situasi (al-,,adalah), tolong menolong dalam kebajikan (al-
ta“awun) serta konsisten menjalankan ketentuan yang telah
disepakati  bersama  (al-istiqgomah) musyawarah  dalam
menyelesaikan persoalan sosial (alsyuro) yang menempatkan
demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap
warga negara didepan hukum (al-musawa) adalah prinsip dasar yang

harus ditegakkan.
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3. Dalam mewujudkan apa yang selalu dicita-citakan tersebut, misi
utama yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan
masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap
warganya mampu mengejawantahkan nilainilai kemanusiaannya.
Yang meliputi, terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan,
terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang, dan
papan, hak atas penghidupan/perlindungan pekerjaan, hak
mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan (hifdzu al-
Nafs), terpeliharanya agama dan larangan adanya pemaksaan agama
(hifdzu al-din), terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan
berekspresi serta berpendapat (hifdzu al-Aql), terpeliharanya
keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus
(hifdzu al-nasl) dan terpeliharanya harta benda (hifdzu al-mal). Misi
ini ditempuh dengan pendekatan amar ma“ruf nahi munkar yakni
menyerukan kebajikan serta mencegah segala kemungkinan dan
kenyataan yang mengandung kemunkaran.

4. Penjabaran dari misi yang di emban guna mencapai terwujudnya
masyarakat yang dicitakan tersebut tidak bisa tidak harus dicapai
melalui keterlibatan penetapan kebijakan publik. Jalur kekuasaan
menjadi amat penting ditempuh dalam proses mempengaruhi
pembuatan kebijakan publik melalui perjuangan pemberdayaan
kepada masyarakat lemah, terpinggirkan dan tertindas, memberikan
rasa aman, tenteram dan terlindungi terhadap kelompok masyarakat
minoritas dan membongkar sistem politik, ekonomi, hukum dan
sosial budaya yang memasung kedaulatan rakyat. Bagi Partai
Kebangkitan Bangsa, upaya mengartikulasikan garis perjuangan
politiknya dalam jalur kekuasaan menjadi hal yang niscaya dan

dapat dipertanggungjawabkan.
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5. Partai Kebangkitan Bangsa sadar dan yakin bahwa kekuasaan itu
sejatinya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan yang ada pada
diri manusia merupakan titipan dan amanat Tuhan yang dititipkan
kepada manusia yang oleh manusia hanya bisa diberikan pada pihak
lain yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengemban dan
memikulnya. Keahlian memegang amanat kekuasaan itu
mensaratkan kemampuan menerapkan kejujuran, keadilan dan
kejuangan yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat.

6. Dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara kekuasaan yang bersifat demikian itu harus dapat dikelola
dengan sebaik-baiknya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama
yang mampu menebarkan rahmat, kedamaian dan kemaslahatan
bagi semesta. Manifestasi kekuasaan itu harus dipergunakan untuk
memperjuangkan pemberdayaan rakyat agar mampu menyelesaikan
persoalan hidupnya dengan lebih maslahat. Partai Kebangkitan
Bangsa berketetapan bahwa kekuasaan yang hakekatnya
adalah amanat itu haruslah dapat dipertanggung
jawabkan dihadapan Tuhan dan dapat dikontrol pengelolaannya oleh
rakyat. Kontrol terhadap kekuasaan itu hanya mungkin dilakukan
manakala kekuasaan tidak tak terbatas dan tidak memusat di satu
tangan, serta berada pada mekanisme sistem yang institusionalistik,
bukan bertumpu pada kekuasaan individualistik, harus selalu dibuka
ruang untuk melakukan kompetisi kekuasaan dan perimbangan
kekuasaan sebagai arena mengasah ide-ide perbaikan kualitas
bangsa dalam arti yang sesungguhnya. Pemahaman atas hal ini tidak
hanya berlaku saat memandang kekuasaan dalam tatanan
kenegaraan, melainkan juga harus terefleksikan dalam tubuh

internal partai.
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7. Partai Kebangkitan Bangsa menyadari bahwa sebagai suatu bangsa
pluralistik yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, tatanan
kehidupan bangsa Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-
nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan
beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai
Pancasila tersebut haruslah dijiwai dengan sikap mengembangkan
hubungan tali persaudaraan antar sesama yang terikat dengan ikatan
keagamaan (ukhuwah diniyah), kebangsaan (ukhuwah wathoniyah),
dan kemanusiaan (ukhwuah insaniyah), dengan selalu menjunjung
tinggi semangat akomodatif, kooperatif dan integratif, tanpa harus
saling dipertentangkan antara sesuatu dengan yang lainnya.

8. Partai Kebangkitan Bangsa bercirikan humanisme religius
(insaniyah diniyah), amat peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan
yang agamis, yang berwawasan kebangsaan. Menjaga dan
melestarikan tradisi yang baik serta mengambil hal-hal yang baru
yang lebih baik untuk ditradisikan menjadi corak perjuangan yang
ditempuh dengan caracara yang santun dan akhlak karimah. Partai
adalah ladang persemaian untuk mewujudkan masyarakat beradab
yang dicitakan, serta menjadi sarana dan wahana sekaligus sebagai
wadah kaderisasi kepemimpinan bangsa. Partai dalam posisi ini
berkehendak untuk menyerap, menampung, merumuskan,
menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna
menegakkan hak-hak rakyat dan menjamin pelaksanaan
ketatanegaraan yang jujur, adil dan demokratis.

9. Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai terbuka dalam pengertian

lintas agama, suku, ras, dan lintas golongan yang dimanestasikan
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dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan

kepemimpinan. Partai Kebangkitan Bangsa bersifat independen

dalam pengertian menolak segala bentuk kekuasaan dari pihak
manapun yang bertentangan dengan tujuan didirikannya partai.
E. NASKA DEKLARASI

Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah
terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta
untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat
beradab dan sejahtera, yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran,
kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani,
bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial
yang bertumpu pada kekuatan sendiri, bersikap dan bertindak adil dalam
segala situasi, tolong menolong dalam kebajikan, serta konsisten
menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama.

Bahwa perwujudan dari cita-cita kemerdekaan tersebut
menghendaki tegaknya demokrasi yang menjamin terciptanya tatanan
kenegaraan yang adil serta pemerintahan yang bersih dan terpercaya,
terjaminnya hak-hak asasi manusia, dan lestarinya lingkungan hidup bagi
peningkatan harkat dan martabat bangsa Indonesia yang diridlai Allah
Subhanahu wa Ta"ala. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan
adanya wahana perjuangan yang kuat, mampu menyalurkan aspirasi dan
menyatukan seluruh potensi bangsa yang majemuk, serta terlibat aktif dalam
penyelenggaraan negara dengan berakhlaqul karimah. Maka dengan

memohon rahmat, taufig, hidayah, dan inayah Allah Subhanahu wa Ta"ala,
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didirikanlah PARTAI KEBANGKITAN BANGSA yang bersifat

kebangsaan, demokratis dan

terbuka.

F. MAKNA LAMBANG

Lambang Partai terdiri dari bola dunia yang dikelilingi sembilan

bintang dengan tulisan nama partai pada bagian bawah, dengan bingkai

dalam empat persegi bergaris ganda, dan tulisan PKB di bawahnya yang

diberi bingkai luar dengan garis tunggal.

G.

ARTI GAMBAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

a. Bumi dan peta Indonesia, bermakna tanah air Indonesia yang

merupakan basis perjuangan Partai dalam usahanya untuk mencapai

tujuan partai;

. Sembilan bintang bermakna idealisme partai yang memuat 9

(sembilan) nilai, yaitu kemerdekaan, keadilan, kebenaran, kejujuran,
kerakyatan, persamaan, kesederhanaan, keseimbangan, dan

persaudaraan;

. Tulisan nama Partai dan singkatannya bermakna identitas diri partai

yang berfungsi sebagai sarana perjuangan aspirasi politik rakyat
Indonesia yang memiliki kehendak menciptakan tatanan kehidupan

bangsa yang demokratis;

. Bingkai segi empat dengan garis ganda yang sejajar bermakna garis

perjuangan Partai yang menempatkan orientasi duniawi dan

ukhrawi, material dan spiritual, lahir dan batin, secara sejajar.

ARTI WARNA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

a. Putih, bermakna kesucian, ketulusan dan kebenaran yang menjadi

etos perjuangan partai;

b. Hijau, bermakna kemakmuran lahir dan batin bagi seluruh rakyat

Indonesia yang menjadi tujuan perjuangan;
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c. Kuning, bermakna kebangkitan Bangsa yang menjadi nuansa
pembaharuan dan berpijak pada kemaslahatan umat manusia.

d. Asas dan Prinsip Perjuangan (menggantikan Tugas dan fungsi)

e. Partai berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang
adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan
Prinsip perjuangan PKB adalah pengabdian kepada Allah
Subhanahu wa Ta’ala, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran,
menegakkan  keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan
persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam

Ahlusunnah Waljama’ah.

3.1 Gambar logo partai PKB

I. SEJARAH PENDIRI PARTAI PKS

PKS.id Pada 20 Juli 1998 PKS berdiri dengan nama awal Partai
Keadilan (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-
Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai ini adalah

Nurmahmudi Isma'il.
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Pada 20 Oktober 1999 PK menerima tawaran kursi kementerian
Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH
Abdurrahman Wahid, dan menunjuk Nurmahmudi Isma'il (saat itu presiden
partai) sebagai calon menteri. Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri
sebagai presiden partai dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih
pada 21 Mei 2000. Pada 3 Agustus 2000 Delapan partai Islam (PPP, PBB,
PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara sarasechan dan
silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al-Azhar dan meminta Piagam
Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945.

Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya
batas minimum keikut sertaan parpol pada pemilu selanjutnya (electoral
threshold) dua persen, maka PK harus merubah namanya untuk dapat ikut
kembali di Pemilu berikutnya. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera
(PK Sejahtera) menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen
Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah
(setingkat  Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat
Kabupaten/Kota). Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS dan dengan
penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk
anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka PK
(Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan
Sejahtera).

Setelah Pemilu 2004, Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS yang
sedang menjabat) kemudian terpilih sebagai ketua MPR masa bakti 2004-
2009 dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden PK Sejahtera.
Pada Sidang Majelis Syuro I PKS pada 26 - 29 Mei 2005 di Jakarta, Tifatul
Sembiringterpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2005-2010. Seperti
Nurmahmudi Isma'il dan Hidayat Nur Wahid disaat Tifatul Sembiring

dipercaya oleh Susilo Bambang
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Yudhoyono Presiden Indonesia ke 6 sebagai Menteri Komunikasi dan
Informatika. Maka estafet kepemimpinan pun berpindah ke Luthfi Hasan
Ishaq sebagai pjs Presiden PK Sejahtera. Pada Sidang Majelis Syuro PKS 11
pada 16 - 20 Juni 2010 di Jakarta, Luthfi Hasan Ishaq terpilih menjadi
Presiden PK Sejahtera periode 2010-2015.

J. VISI DAN MISI

1. Visi PKS
Visi Partai adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-
cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat lima).

2. Misi PKS
Misi Partai adalah menjadikan Partai sebagai sarana perwujudan
masyarakatmadani yang adil, sejahtera, dan bermartabat dalam
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

K. TUJUAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
Sesuai dengan AD/ART PKS Terbaru ( Update Februari 2021 )
Tujuan PKS adalah :

1. memenuhi hak, kewajiban, dan tanggung jawab politik setiap
Anggota Partai sebagai warga negara dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

2. meningkatkan partisipasi politik Anggota Partai dan masyarakat
dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;

3. memperjuangkan Visi dan Misi Partai dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan

4. turut membangun etika dan budaya politik yang beradab dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
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L. LOGO BARU PKS

PKS

3.11 Gambar Logo Baru PKS

M. ARTI LOGO PKS

a.

Bentuk bulat yang ada dalam lambang PKS menggambarkan
kesetaraan, keteraturan, keserasian, persatuan dan kesatuan arah
demi memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat di bumi
Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Bulan sabit melambangkan dimensi waktu, keserasian, keindahan,
pencerahan, keluhuran Islam untuk menajaga keseimbangan,
kesinambungan sejarah, kejayaan dan kelangsungan tatanan
kehidupan berbangsa dan bernegara,”

Simbol untaian 17 butir padi pada tangkai tegak lurus
melambangkan adil, ukhuwah, istikamah, berani, disiplin dalam
menjalankan tugas, serta tegas dalam mewujudkan keadilan dan
kesejahteraan.

Warna oranye adalah warna baru. Melambangkan kehangatan,
harapan, semangat kehidupan yang selalu optimistis dan semangat
muda.

Warna putih melambangkan bersih, suci, tulus, ikhlas dan mulia.
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f

Warna hitam melambangkan kemauan keras, disiplin, kekuatan,

ketegasan, berwibawa, kepastian, aspiratif dan perlindungan.

N. STRUKTUR ORGANISASI
Organisasi PKS

1.

S

truktur organisasi Partai PKS berdasarkan Anggaran Dasar Partai

Keadilan sejahtera pada Bab VI Pasal 13 point 1, 2 dan 3 adalah

sebagai berikut.

a.

Struktur Tingkat Pusat

a) Majlis Syuro

b) Dewan Pimpinan Tingkat Pusat

c) Majlis Pertimbangan Pusat

d) Dewan Syariat Pusat

e) Dewan Pengurus Pusat

. Struktur Tingkat Propinsi

a) Majlis Pertimbangan Wilayah

b) Dewan Syariat Wilayah 3. Dewan Pengurus Wilayah

. Struktur Tingkat Kabupaten/Kota

a) Majlis Pertimbangan Daerah

b) Dewan Syariat Daerah 3. Dewan Pengurus Daerah
. Kecamatan
a) Dewan Pengurus Cabang
Kelurahan / Desa

a) Dewan Pengurus Ranting

Selanjutnya struktur dapat membentuk UPPA.
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Struktur organisasi partai

PUSAT WILAYAH DAERAH

» MAILIS SYURO » MAJLIS « MALJIS DEWAN

» DEWAN PIMPINAN PERTIMBANGAN PERTIMBANGAN PENGUAUS
TINGKAT PUSAT WILAYAH DAERAH CABANG

« MAILIS « DEWAN « DEWAN DEWAN
PERTIMBANGA SYARIAT SYARIAT PENGURUS
N PUSAT » WILAYAH « DAERAH RANTING

» DEWAN DEWAN DEWAN
SYARIAT PUSAT PENGURUS PENGURUS UPPA

» DEWAN WILAYAH DAERAH

PENGURUS

3.3. Gambar Struktur Organisasi
O. GAMBARAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (RUU PKS)
Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

(RUU PKS) merupakan rancangan undang-undang yang membahas pasal
yang berkaitan dengan tindak kekerasan seksual. Penyusunan RUU PKS
berangkat dari banyaknya peristiwa kekerasan seksual yang korbannya
didominasi kaum perempuan.
Adapun asas yang mendasari adanya Penghapusan Kekerasan Seksual yakni:

a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia

b. Non-diskriminasi

. Kepentingan terbaik dari korban

c
d. Keadilan

¢

. Kemanfaatan, dan

=

Kepastian hukum
Serta tujuan adanya Penghapusan Kekerasan Seksual yaitu:

Mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi dan
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memulihkan korban; menindak pelaku; mewujudkan lingkungan bebas
Kekerasan Seksual.

Dari ulasan terkait Rancangan Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan Seksual (RUU PKS) tersebut, adapun beberapa permasalahan
yang membuat rancangan undang-undang tersebut tak kunjung rampung, (1)
Perihal judul yang untuk rancangan undang-undang tersebut, mengenai judul
kekerasan seksual banyak pihak yang mengusulkan rancangan undang-
undang tersebut menjadi tindak pidana kejahatan seksual, dan undang-
undang ketahanan keluarga, (2) Definisi kekerasan seksual yang diatur dalam
pasal 1 RUU PKS, (3) Terkait pidana dan pemidanaan, yang dianggap bila
undang-undang ini bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP). Pro dan kontra sejak dirumuskannya RUU PKS hingga saat
ini tak kunjung berakhir, beberapa kelompok masyarakat pun melakukan
berbagai cara guna menolak maupun mendukung adanya rancangan undang-
undang tesebut.

Tokoh ormas yang berbasis agama tak luput ikut bersuara,
diantaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menolak keras RUU PKS.
Tak hanya itu, pihak yang mendukung adanya rancangan undang-undang
tersebut yaitu Komisioner Komnas Perempuan, Kementrian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA.

Hingga saat ini pembahasan tentang RUU PKS belum menemui titik
terang yang dapat mengantarkannya pada tahap pengesahan, pihak yang
mengajukan pengkajian ulang terhadap pasal-pasal yang kontroversialpun
hingga kini belum juga kembali memberikan pengajuan untuk kembali
membahas rancangan undang undang ini. Hal ini mengakibatkan kondisi
RUU PKS masih belum jelas, ditambah lagi pada tahun 2020 RUU PKS ini
sempat di hapus dari draft pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (

wawancara, Jumono 29 April 2021).
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